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MOTTO 
 

Jika kami ingin sesuatu yang belum pernah kamu miliki, 
Maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. 

 
Memulai dengan penuh keyakinan, 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
 Dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. 
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TINJAUAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS 

POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH) 

ABSTRAK 

Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat 
Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah, dan Hambatan 
Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat 
Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah yaitu Pertama, Proses 
Pelaksanaan restorative justice dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; Pihak 
ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I; 
selanjutnya Pihak ke-II menyesali perbuatannya; Pihak ke-II meminta maaf 
kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II; Pihak ke-II berjanji 
tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk 
apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain; kemudian apabila Pihak ke-II 
mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia; 
Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah 
tidak ada permasalahan. Kedua, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sulitnya 
melaksanakan tugas dan kewajiban penyidik kepolisian dan mempunyai arti 
sehingga proses restorative justice mempunyai akibat positif dan negatif 
tergantung pada substansi variabel-variabel tersebut. Pengaruh yang meresahkan 
terhadap kepolisian ketika tidak ada keselarasan di antara nilai, kaidah, dan pola 
perilaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuriidis normatif, secara ra 
rinci yang menjadi factor penhampat dalam restorative justice tersebut antara lain; 
pertama, factor hukum itu sendiri (Produk hukum), kedua, factor penegak hukum 
(sumberdaya manusia kepolisian), ketiga, factor sarana dan prasarana (fasilitas 
penegakan hukum) keempat, faktor dukungan Masyarakat (partisipasi dan 
kontrol), kelima, factor budaya hukum yang ada dimasyarakat. Semua faktor 
tersebut saling mempengaruhi dan menentukan kualtisas penegakan hukum di 
Indonesia umumnya dan di Polsek Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah 
khususnya. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hambatan, Restorative Justice 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
A. Latar Belakang 

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk melindungi dan menciptakan rasa 

keadilan bagi semua orang dalam masyarakat untuk menjaga keteraturan.  Hal 

ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  Indonesia harus mampu menyelesaikan 

masalah hukum agar rakyatnya menikmati keadilan dan keamanan.  Hukum 

pidana, yang termasuk dalam kategori hukum publik, adalah salah satu bidang 

hukum yang paling penting untuk penegakan keadilan di Indonesia.1 

Dengan demikian, setiap tindak pidana dalam sistem hukum pidana 

yang merugikan pihak lain tidak hanya memberikan hak kepada korban tetapi 

juga memiliki konsekuensi yang lebih luas, termasuk keluarga, masyarakat, 

dan negara.  Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat 

cepat, baik dalam hal jenis tindak pidana yang terjadi maupun jenis pelakunya, 

yang beragam dari berbagai usia dan golongan sosial. Dengan demikian, 

seharusnya ada undang-undang yang dapat menyelesaikan perkara atau tindak 

pidana tersebut. 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sekarang menjadi lembaga 

yang dapat diandalkan untuk mengembangkan berbagai pendekatan untuk 

 
1 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. Hlm. 156. 
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menyelesaikan kasus tindak pidana.  Dua jalur utama penyelesaian perkara 

hukum dalam sistem peradilan saat ini adalah litigasi dan non-litigasi.2 Saat ini, 

lebih sering dipilih jalur litigasi atau proses peradilan untuk menyelesaikan 

perkara pidana.  Namun, dalam praktiknya, tindakan tersebut seringkali tidak 

berhasil dan justru menimbulkan masalah baru. Misalnya, pola pemidanaan 

yang biasanya bersifat pembalasan dapat menyebabkan ketidakadilan, 

penumpukan perkara, dan seringkali mengabaikan hak-hak korban tindak 

pidana. 

 Selain itu, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memiliki 

beberapa kekurangan. Ini termasuk proses yang panjang, membutuhkan banyak 

waktu, sumber daya, dan biaya.  Selain itu, penyelesaian yang kaku ini tidak 

mampu memulihkan efek kejahatan dan seringkali tidak mewakili rasa 

keadilan yang seharusnya ada dalam masyarakat.  Salah satu masalah yang 

muncul adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai. 

 Untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan negara, 

hukum pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan individu atau hak 

asasi manusia serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan 

negara. Tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban du  

 
2 Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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Dengan demikian, muncul mekanisme baru untuk penyelesaian kasus 

hukum pidana: metode non-litigasi.  Metode ini disebut Restorative Justice.3 

Dalam upaya untuk menyelesaikan perkara pidana, model penyelesaian tindak 

pidana melalui mekanisme Restorative Justice berfokus pada partisipasi 

langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan keadilan bagi semua pihak dan mengembalikan keadaan seperti 

sebelum kejadian. 

 Di luar pengadilan, penyelesaian ini dilakukan melalui proses 

mediasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dipertemukan untuk mencapai 

kesepakatan yang adil dan menguntungkan satu sama lain. Fungsi adanya 

Restorative Justice adalah memberikan suatu pendekatan yang berbeda dalam 

proses memahami dan menangani suatu tindak pidana, semua pihak yang 

terlibat dalam Restorative Justice tahu bahwa ada tindak pidana yang sama. 

Namun, proses penyelesaiannya berbeda dari mekanisme yang ada dalam 

sistem peradilan saat ini.  Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan 

masyarakat secara langsung dalam mencari solusi yang adil tanpa melalui 

proses pengadilan.  Metode ini lebih menekankan pada percakapan, pemulihan 

hubungan, dan upaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh 

pelanggaran.4  

 
3 Lihat Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
4 M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapaan KUHAP. 

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua. Hlm 58. 
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Tujuan Restorative Justice adalah untuk menyediakan penyelesaian 

perkara pidana yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya sambil 

mempertahankan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.  Selain itu, mekanisme 

ini bertujuan untuk mencegah pihak yang terlibat distigmatisasi.  Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur 

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. 

 Beberapa persyaratan materiil dan formil harus dipenuhi sebelum 

mekanisme Restorative Justice dapat digunakan.  Mereka harus tidak 

menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak menyebabkan 

konflik atau memecah belah negara, tidak radikal atau separatis, dan tidak 

melakukan tindak pidana yang mengancam nyawa atau keamanan negara.5 

Namun, persyaratan formal dari Restorative Justice termasuk mencapai 

perdamaian antara kedua belah pihak—kecuali dalam kasus pelanggaran 

narkoba.  Dengan pengecualian pelanggaran narkoba, pelaku dan korban juga 

harus dilindungi.  Hal ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam 

kasus, baik pelaku maupun korban, dapat mencapai kesepakatan yang adil dan 

menguntungkan selama proses penyelesaian perkara.6 

Berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang pernah 

terjadi dari tahun ketahun di lingkungan Polsek Pagarjati adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan 

 
5 Lihat Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 
6 Lihat Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
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No Jumlah Kasus Tahun Keterangan 
1 3 2021 Penganiayaan 
2 4 2022 Penganiayaan 
3 6 2023 Penganiayaan 

Sumber: Reskrimum Polsek Pagarjati 

Adapun Restorative Justice yang pernah ditangani oleh pihak Polsek 

Pagarjati dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 2. Data Proses Restorative Justice yang terjadi di Polsek Pagarjati 

No Jumlah Kasus Tahun Keterangan 
1 1 2021 Restorative Justice 
2 2 2022 Restorative Justice 
3 3 2023 Restorative Justice 

Sumber: Reskrimum Polsek Pagarjati 

Berkaitan dengan salah satu kasus penganiayaan terjadi kronologisnya 

bermula dari kegiatan malam tahun baruan, dimana berawal dari cek-cok mulut 

antara SAKIM dan SAEFUL yang bertetanggaan, karena adanya teguran untuk 

mengecilkan volume suara karaoke yang dilakukan, berselang beberapa waktu 

kemudian bergantian saling tegur diantara keduanya mengakibatkan keributan 

yang berujung penganiayaan dengan pemukulan balok oleh SAEFUL terhadap 

SAKIM, yang kemudian menjadi kasus yang ditangani oleh Polsek untuk 

ditindaklajuti melalui mekanisme Restorative Justice. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Tinjauan Hukum Restorative Justice Tindak Pidana 

Penganiayaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polsek Pagar Jati 

Polres Bengkulu Tengah)” dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak 

Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres 

Bengkulu Tengah? 

2. Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana 

Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres 

Bengkulu Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan penelitian yang akan dicapai dalam pelaksanaan 

penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Penerapan 

Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat 

Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah.  

2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan Pelaksanaan Restorative 

Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada 

Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas 

pemahaman secara teoretis dan praktis tentang hukum pidana dan hukum acara 

pidana, khususnya yang berkaitan dengan restorative justice dalam penegakan 

hukum untuk mencari keadilan, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem 
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peradilan pidana, khususnya dalam hal penyelesaian kasus pidana melalui 

mekanisme keadilan restoratif. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih efisien untuk menangani 

tindak pidana dengan cara yang lebih berkeadilan dan manusiawi. 

2. Kegunaan Praktis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu memperbaiki 

Indonesia sebagai negara hukum, khususnya dalam hal penyelesaian perkara 

pidana. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses 

keadilan restoratif, proses peradilan pidana diharapkan lebih efisien, adil, 

dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

 
 
 
 


